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During the period before fiscal year 1996/97, there were several activities have been done 
relate to national health financing such as data collection, analyses, research, and report in 
Indonesia. The activities was done without coordination by many agencies, it were conducted by 
National Institute of Health Research and Development-MOH (NIHRD), Bureau of Planning, Bureau 
of Finance-MOH, Central Bureau of Statistic (BPS), Universities, beside by lntemational Agencies 
(World Bank, WHO, UNDP etc.) The data and report document was an-uniform base on the 
objective of the activities. Since year 2001 have been established National Health Account Team 
which under coordination by Bureau of Finance-MOH. The task of the team is to collect national 
data on health finance, to analyze it and make a repoti for National and lntemational purposes. It 
is expected in the future the health financing data and report will be uniform. Regarding In the 
year 2002 it was conducted the activities of Trend Analyses of Health Sector included the health 
financing as one of the subsystem of the health system. It has been completely analyzed the 
health financing and expenditures in the period between year 1990 to year 2000. 
The methods to collect and analyses of the data were base on existing secondary data. The 
sources of data to be analyzed are: ( I )  the data which collected by NHA team: (2) the research 
report has been published; (3) conducted a new research; (4) recounting by estimation method if 
the data was not available. 
The important results as follows: In the period between years 1990 to year 2000 the national 
health expenditure in nominal price was increased 10 times from Rp3,442,041 million in year 
1990 to Rp35,416,959 million in year 2000. However, by using the fixed price the increasing will 
much lowest. Unfortunately analyses by using the fixed price was not conducted at this report due 
the fixed price in the period of 1990 to 2000 still in the process of data collecting. By using per 
capita per year the health expenditures was increased 8 times from Rp 19,60200 in the year 1990 
to become Rpl71,511,00 in the year 2000. However, by using US $ rate per capita per year it is 
only increased 1.73 times from USD 11.6 in the year 1990 to USD 20.01 in the year 2000. In the 
ten years period the percentage of the health expenditure to GDP in average was 2.21%, it was 
continuing increased every year from 1.85% in the year 1990 to 2.74% in the year 2000. Regarding 
the percentage of Government finance sources and Private sources, it was in average 27.55% 
from government sources and 712.45% from private sources. 
Base on the data collection and analyses method can be estimated or scenario of trend of 
the health tinancing and expenditure after year 2000. It was suggested by using variables as 
follows: 
- Percentage of total health expenditures to GDP 
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- Percentage of government sources and p M e  sources 
- Estimation of government sources trend 
- Percentage of Central govemment sources (deconcentration) and local government sources 
(decentralization) 
- Seeking health behavior of the cornmunRy 
- Inflation of health goods and services. . 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Dalam satu dekade terakhir ini telah 
terjadi perubahan di dalam sektor 
kesehatan. Perubahan tersebut telah 
terjadi baik dari sisi supply maupun 
demand masyarakat, akan pelayanan 
kesehatan. Perubahan yang terjadi ini 
secara Nasional belumlah menyeluruh 
dengan adanya perbedaan antar propinsi, 
antara daerah perkotaan dengan 
pedesaan yangdisebabkan perbedaan 
tingkat keberhasilan dalam 
pembangunan. 
Beradasarkan skala Nasional dan 
Global pembiayaan kesehatan ini telah 
meningkat setiap tahun disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti penggunaan 
teknologi kesehatan yang semakin maju, 
pengenalan obat-obat baru, peningkatan 
upah tenaga kesehatan profesional, krisis 
ekonomi yang berkepanjangan, 
pertumbuhan ekonomi yang lambat dan 
peningkatan populasi umur tua. 
~esentralisasi sistem kesehatan 
yang dilaksanakan berdasarkan UU. 
No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 25 Tahun 
1999 yang dilaksanakan mulai Januari 
2001 mempengaruhi sistem pembiayaan 
kesehatan dan kesinambungan 
pelayanan kesehatan masyarakat. 
Dengan demikian, untuk membantu 
pemerintah dalam menentukan arah 
kebijakan pelayanan kesehatan di masa 
yang akan datang khususnya untuk 
mencapai Indonesia Sehat pada tahun 
2010, perlu dilakukan analisa 
kecenderungan pembiayaan kesehatan 
yang kemudian dibuatkan proyeksi yang 
diharapkan dapat digunakan dalam 
penyusunan Sistem Kesehatan Nasional. 
Sebelum periode tahun anggaran 
1996197 telah banyak dilakukan analisis 
pembiayaan kesehatan ini, oleh 
Balitbangkes, Biro Perencanaan, Biro 
Keuangan Depkes, BPS, demikian pula 
oleh badan lain seperti WHO, World 
Bank, UNDP, dll. Sejak tahun 2001 telah 
adanya Team National Health Account 
dengan koordinator di Biro Keuangan. 
Tim bekerja mengumpulkan. data 
pembiayaan dan menganalisis baik untuk 
keperluan nasional maupun intemasional. 
Dalam kesempatan analisis sekarang 
ini peneliti berusaha menyatukan hasil 
hasil analisis sebelumnya, mengisi data 
dari sumber dana yang belum ada, dan 
Pembiayaan Kesehatan di lndonesia (Ridwan Malik) 
estimasi dengan metoda tertentu. METODOLOGI 
Sehingga dapat dibuat suatu trend 
analisis pembiayaan kesehatan untuk 
periode 1990 sampai tahun 2000. 
Kesepakatan telah dibuat dengan 
berbagai kelompok lain untuk 
menyatukan hasil tersebut sehingga di 
masa mendatang perhitungan dan 
analisis pembiayaan kesehatan di 
lndonesia dapat uniform. 
Tujuan Umum 
Membuat suatu trend analisis 
pembiayaan kesehatan yang akan 
digunakan sebagai dasar perkiraan 
sistem pembiayaan kesehatan untuk 
sepuluh tahun mendatang yang akan 
digunakan dalam menentukan kebijakan 
pembiayaan dan program kesehatan dan 
memobilisasi sumber dana. 
Tujuan Khusus 
1. Mengidentifikasi pola pembiayaan 
kesehatan dan kecenderungannya 
yang bersumber dana dari anggaran 
pemerintah. 
2. Mengidentifikasi pola pembiayaan 
kesehatan dan kecenderungannya 
yang bersumber dana dari 
pengeluaran masyarakatlswasta. 
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam pembuatan 
proyeksi anggaran baik pemerintah 
maupun masyarakat/swasta. 
4. Rekomendasi opsi pembuatan 
proyeksi kecendrungan pembiayaan 
kesehatan bersumber masyarakat 
dan swasta. 
Kecenderungan ini dibuat dengan 
menggunakan data-data sekunder yang 
berasal dari sumber data yang ada. 
Sumber data dapat berupa hasil 
penelitian, dokumen laporan rutin, 
dokumen laporan khusus, tulisan ilmiah, 
termasuk juga diskusi dengan expert. 
Daftar reference yang digunakan 
terlampir. 
~ g t a  dikumpulkan dan dikelompok- 
kan sebagai berikut: 
1) Bersumber Pemerintah yang: 
a) Bersumber Depkes termasuk 
Bantuan Luar Negeri (BLN) 
b) Bersumber Non Depkes 
c) Bersumber Pernda Propinsi 
d) Bersumber Pemda Kabupatenl 
Kotamadya. 
2) Bersumber Masyarakat dan Swasta: 
a) Pengeluaran rumah tangga 
untuk kesehatan (out of pocket) 
b) Perusahaan SwastaIBUMN 
untuk kesehatan karyawannya. 
c) Melalui Asuransi Kesehatanl 
JPKM. 
Setelah data terkumpul disusun 
secara serial dari tahun 1990 sampai 
tahun 2000 dalam satu master tabel 
dengan menggunakan program Exell. 
Data yang tidak lengkap atau tidak ada 
dibuatkan estimasi atau perkiraan 
sebagai berikut: 
(1) Anggaran Pemerintah perkiraan 
dibuat berdasarkan APBN, APBD, 
dan sumber data lain pada tahun 
yang bersangkutan. 
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(2) Pengeluaran rnasyarakat untuk 
kesehatan diperkirakan berdasarkan 
pola pencarian pelayanan dan inflasi 
barang dan jasa kesehatan. 
Dana dari pihak swasta (perusahaan 
dan asuransitJPKM) berdasarkan 
penelitian yang telah dilaksanakan. 
Sumber Pembiayaan Kesehatan oleh 
Pemerintah 
Surnber pernbiayaan kesehatan oleh 
pernerintah adalah sernua surnber 
anggaran yang dikeluarkan oleh 
pernerintah sesuai dengan sistem 
anggaran yang berlaku. Terrnasuk 
didalarnnya anggaran Pernerintah Pusat, 
Propinsi dan KabupatentKota. 
1. Sebelum Undang-Undang No. 22 
tahun 1999 Undang-Undang No. 25 
tahun 1999. 
Secara rinci surnber dana dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
Pusat 
APBN-DIP, Anggaran Pem- 
bangunan Sektoral. 
APBN-DIK, Anggaran Rutin. 
lnpres (Bantuan Pernbangunan 
Sarana Kesehatan). 
Subsidi Daerah Otonomi (SDO). 
Biaya Operasional Rurnah Sakit 
(OPRS). 
Subsidi Bantuan Biaya 
Operasional (SBBO). 
Bersurnber Non Depkes. 
Bersurnber Bantuan Luar Negeri 
(BLN). 
Propinsi (APBD Tingkat I) 
DlPDA Tingkat I 
DlKDA Tingkat I. 
Kabupaten (APBD Tingkat II) 
DlPDA Tingkat I1 
DlKDA Tingkat II. 
Alur di bawah rnenggarnbarkan 
bagairnana biaya dari berbagai tingkat 
sampai kepada pelayanan ataupun 
kegiatan kesehatan. Setelah surnber- 
surnber tersebut diketahui, rnaka 
pencatatan jurnlah biaya dapat dilakukan 
dengan tepat. Sistem Pernbiayaan 
Pernerintah surnber dana berasal dari 
Pusat, Provinsi dan KabupatenIKota 
rnadya. Penganggaran dan pernbiayaan 
kesehatan bersurnber pemerintah sangat 
rurnit, terkotak-kotak, dan tidak jelas 
mana anggaran untuk biaya investasi dan 
biaya rutin. Bantuan Luar Negeri pada 
urnurnnya dirnasukkan ke dalarn 
anggaran Pembangunan. 
2. Setelah diberlakukan Undang- 
Undang No. 22 tahun 1999 Undang- 
Undang No. 25 tahun 1999. 
Sesuai dengan arnanat Undang- 
Undang No.22 tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah dan Undang- 
Undang No.25 tahun 1999 tentang 
Perirnbangan Keuangan Pemerintah 
Pusat dan Daerah harus telah 
dilaksanakan secara efektif selarnbat- 
larnbatnya dalarn waktu dua tahun sejak 
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Sumber Dana Pemerintah dan Alur Anggaran Pemerintah 
Pemerintah Pusat 
OPRS BLN Non DIP INPRES DIK SDO SBBO n 
1 Kabupatenl I 
TOTAL 
I I 
ditetapkannya undang-undang tersebut 
yaitu awal Mei tahun 2001. 
Dengan diberlakukannya kedua 
Undang-Undang tersebut, hampir semua 
kewenangan termasuk penyelenggaraan 
urusan kesehatan, berada di daerah agar 
daerah rnenjadi otonom (mandiri). 
Pernerintah Pusat hanya memegang 
kewenangan penetapan kebijakan, 
pengaturan, pedoman, perizinan, 
akreditasi, bimbingan dan pengendalian 
serta sedikit pelaksanaan yang 
sebagainnya harus dilimpahkan (dalam 
bentuk dekonsentrasi) kepada Propinsi. 
Untuk mendukung penyelenggaraan 
otonomi daerah diperlukan kewenangan 
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 
di daerah secara proporsional yang 
diwujudkan dengan pengaturan, 
pembagian, dan pernanfaatan sumber 
daya nasional yang berkeadilan, serta 
perimbangan keuangan Pemerintah 
Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan 
Pemerintah Daerah dalam rangka 
perimbangan keuangan Pemerintah 
Pusat dan Daerah dilaksanakan atas 
dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
tugas pembantuan. 
Akan tetapi dalam fase transisi ini 
akan banyak masalah-rnasalah yang 
akan dihadapi. Khusus mengenai 
penganggaran dan pembiayaan 
kesehatan ini, perlu dikaji mekanisme 
perencanaan kegiatan, perencanaan 
anggaran, dan penggunaan uang, agar 
para manajer di daerah dapat 
melaksanakannya sesuai dengan tugas 
dan tanggungjawab masing-masing. 
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Pembiayaan Kesehatan di Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah 
Dengan rnengacu pada UU No. 25 
Tahun 2000, Bab II pasal 3 tentang 
Dasar-dasar pernbiayaan Pemerintahan 
Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan tugas daerah 
dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi dibiayai atas beban 
APBD. 
2. Penyelenggaraan tugas Pernerintah 
Pusat yang dilaksanakan oleh 
perangkat Daerah Propinsi dalam 
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi 
dibiayai atas beban APBN. 
3. Penyelenggaraan tugas Pemerintah 
Pusat yang dilaksanakan oleh 
perangkat Daerah dan Desa dalarn 
rangka Tugas Pembantuan dibiayai 
atas beban APBN. 
4. Penyerahan atau pelimpahan 
kewenangan Pemerintah Pusat 
kepada Gubemur atau penyerahan 
kewenangan atau penugasan 
Pemerintah Pusat kepada Bupatil 
Walikota diikuti dengan pem- 
biayaannya. 
Dengan demikian bidang kesehatan 
juga mengikuti mekanisme sesuai 
dengan yang tercantum dalarn UU 
tersebut di atas. 
Sumber-sumber Penerimaan Daerah 
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000, 
Bab Il l, pasal 3, sumber-sumber 
penerimaan daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. hasil pajak daerah 
b. hasil retribusi daerah 
c. hasil perusahaan rnilik Daerah 
dan hasil-pengelolaan kekayaan 
Daerah lainnya yang dipisahkan 
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah. 
2. Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah dana 
yang bersurnber dari penerimaan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah untuk 
rnembiayai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
Dana perimbangan terdiri dari: 
a. Bagian Daerah dari penerimaan 
Pajak Bumi dan bangunan (90% 
untuk daerah). 
b. Bea perolehan hak atas Tanah 
dan Bangunan (80%) untuk 
daerah). 
c. Penerimaan dari sumber daya alam; 
sektor kehutanan, pertambangan 
umum dan perikanan (80% untuk 
daerah); pertambangan minyak bumi 
(setelah dikurangi pajak 15% 
untuk daerah); penarnbangan gas 
alam (setelah dikurangi pajak 30% 
untuk daerah). 
3. - Dana Alokasi Umum (DAU). 
- Dana Alokasi Umum adalah 
dana yang berasal dari APBN, 
yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan 
daerah keuangan antar daerah 
untuk rnembiayai kebutuhan 
pengeluarannya dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. 
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4. - Dana Alokasi Khusus (DUK) 
- Dana Alokasi Khusus adalah 
dana yang berasal dari APBN, 
yang dialokasikan kepada 
daerah untuk membantu 
membiayai kebutuhan tertentu. 
5. Pinjaman Daerah 
Daerah diperbolehkan melakukan 
pinjaman atas persetujuan DPRD dengan 
persyaratan seperti yang tercantum 
dalam pasal 11. 
a. Daerah dapat rnelakukan pinjaman 
dari sumber dalam negeri untuk 
membiayai sebagian anggarannya. 
b. Daerah rnelakukan pinjaman dari 
surnber luar negeri melalui 
Pernerintah Pusat. 
c. Daerah dapat melakukan pinjaman 
jangka panjang guna membiayai 
Sumber dan Alur Anggaran Kesehatan 
pembangunan prasarana yang 
merupakan asset daerah dan dapat 
mengahasilkan penerimaan untuk 
pembayaran kembali pinjarnan, serta 
memberikan manfaat bagi pelayanan 
rnasyarakat. 
d. Daerah dapat melakukan pinjaman 
jangka pendek guna pengaturan 
arus kas dalam rangka pengelolaan 
kas Daerah. 
6. Lain-lain penerimaan yang sah 
Disamping tersebut di atas untuk 
keperluan mendesak dari daerah tertentu 
diberikan Dana darurat yang berasal dari 
APBN. Prosedur dan tata cara penyaluran 
Dana darurat sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku bagi APBN. 
I PUSAT I----- 
: ,  
Anggaran Sektoral + BLN (Dekonsentrasi) 
I 
M U  DAK 
[Dana Perirrbaqsn) 
i \ 
+ Pendapatan Asli 
~aedah I KabupatenlKotamadya 
Pelayanan Kesehatan 
I Pembangunan Kesehatan [ ' 
HASlL PENGHITUNGAN 
' Tabel 1. Biaya kesehatan nasional tahun 1990-2000 (juta rupiah) 
_.' T.h,,n 1 ."...... 
Surnbbr 1990 1 1991 1 1992 ) 1993 1 1994 1 1995 ( 1996 ) 1997 ( 1998 ( 1999 1 2000 
I Sumberpemenntah 1,110,022: 1,365,6551 1.703.900~ 2.009.938 2.206.803[1 2,846,5041 3.401.359' 3,590,4221 6,407,6761 7.943.1831 8.250.180 
Surnber. 1. Sludy Report Health F~nancing In Indonesia 1985-1995. -By. Dr. A. Ridwan Malik, el al 
2. lndones~a - National Expenditure on Health 
II Swasta d masyarakat 2,332,019 2,718,052 
Pengeluaran Rumah 
Tangga 





3,166,040; 3,092,941 4,055,969- 4.635.381 
2,336,754 2,537,006 2,954,0024 3,345,644 
Melalui AsuransJJPKM , ,  118.733 135.154 
I l l  Pembiaysan kesehatan 3,442,041 4,083,707 
I nasional 
N PDB (GDP) 
v Total anggaran belanja 39.834.500 50.574.500 
pemerintah II VI Jumlah penduduk 175.6 179.1 
VIIPersenlaseanggaran 2.79% 2.70% 
kesehatan pemenntah 
terhadap total anggaran 11 
pemerintah 
VlllPersentaseanggaran 1.85% 1.93%' 
kesehatan terhadap , ,  
GDP 
IX Perkapita biaya 19.602 22,801 
kesehatan (rup~ah) 
X Perkapita biaya 11.6 12.6 
kesehatan [dollar 
I1 
677.469 783.185 905.398 964.677 
8.473.237 12.677.072 
7,088,600, 11.088.636 






151.817 172.750 196.569 325.060 
4,869,940 5.502.879 6,262,7721 7,481,885 
/383.768.000 
52,557.100 59,960,500 66.865.600 79.215.692 
182.97 186.0 192.2, 195.3 
3.24% 3.35% 3.30% 3.59% 
1.94% 1.99% 1.96%# 1.95% 
I 
26.626 29,585 32.5851 38.310 
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Penghitungan ini dibuat berdasarkan 
hasil2 (dua) dokumen hasil penelitian dan 
analisis yaitu: 
1. Health Financing in lndonesia 1985- 
1995, A. Ridwan Malik et a/. 
2. Indonesia-National Expenditure on 
Health, NHA Indonesia. 
Dalam dokumen 1 tersedianya data 
pembiayaan kesehatan sampai tahun 
1994, dan data 1995 masih berupa data 
alokasi. 
Dalam dokumen 2 tersedia data dari 
tahun 1995 sampai tahun 2000. 
Dengan demikian dalam analisis 
kecendrungan yang dibuat ini dengan 
menyambungkan data dari dokumen satu 
dilanjutkan dengan dokumen 2. 
Beberapa catatan: 
1) Biaya bersumber pemerintah tidak 
dapat dirinci berdasarkan sumber 
dari propinsi dan kabupaten, oleh 
karena pada dokumen 2 hanya 
tersedia data dalam total. 
2) Biaya bersumber masyarakat 
khususnya biaya oleh perusahaan 
(BUMN dan Swasta) adanya gap 
pada tahun 1995,1996, dan 1997, 
agar tidak kosong karena akan 
sangat mengganggu analisis yang 
dibuat dibuat estimasi secara linear. 
ANALISIS KECENDERUNGAN (TREND ANALISIS) 
Pembiayaan Kesehatan Nasional 










1990 1991 1992 1993 1994 1 995 1986 1997 1998 1999 2000 
Pemerintah Swasta 8 Masyarakat 
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Tabel 2. Trend pernbiayaan kesehatan nasional tahun 1990-2000 
Sumberhhun 
Pemerintah 
Swasta & Masyarakat 
Total 
Dalam kurun waktu antara tahun 
1990 sampai tahun 2000 telah terjadi 
peningkatan biaya untuk kesehatan 
hampir 10 kali menurut harga yang 
berlaku, sejumlah Rp3.442.041,OO pada 
tahun 1990 menjadi sejumlah 
Rp35.416.959,30 pada tahun 2000. Akan 
tetapi kalau biaya tersebut dihitung 
dengan menggunakan harga konstan 
gambaran kecenderungannya akan 
berubah. Untuk analisis sekarang ini 
belum dapat dilakukan dengan meng- 
gunakan harga konstan. 
Kalau kita lihat kecenderungan 
dengan menggunakan perkapita per tahun 
pembiayaan kesehatan ini telah terjadi 
peningkatan lebih 8 kali dari Rp19.602,OO 
pada tahun 1990 menjadi Rp171.511,OO 
pada tahun 2000. Perhitungan dengan 
menggunakan nilai USD terjadi 
peningkatan hanya 1,73 kali dari USD 
11,6 pada tahun 1990 menjadi 20.01 
pada tahun 2000. 
Persentase pembiayaan kesehatan 
terhadap PDB selama sepuluh tahun rata- 
SumbrTTahun 
Pemerintah 
Swasta & Masyarakat 
Total 
rata 2,21%, terlihat adanya peningkatan 
setiap tahun dari 1,85% pada tahun 1990 





















ntase pernbiayaan temadal 
GDP) 
1997 I 1998 
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Proporsi Sumber Pemerintah dan termasuk swasta, dengan cara melihat 
MasyarakatlSwasta proporsi biaya kesehatan yang 
dianggarkan pemerintah dan yang Dalam analisis pembiayaan dikeluarkan oleh rnasyarakat. Gambaran kesehatan di suatu negara penting dilihat 
tersebut dapat kita lihat pada tabel 4. peran pemerintah dan peran masyarakat 
Gambarannya adalah sebagai tabel 4. 
Proporsi Sumber Pemerintah dan Masyarakat I Swasta 
Tahun 1990-2000 
12) 1 
1999 $991 1992 1993 1*94 1995 1996 1997 I 9 9 0  1999 ZOOQ 
1.h". 
o Pemerintah I Swasta 8, Masyarakat 
2 
Tabel 4. Proporsi sumber pemerintah dan masyarakatlswasta tahun 1990-2000 
SumberrTahun 
Pemerintah 
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Proporsi Anggaran bersumber (4,27%) terlihat terus terjadi penurunan 
pemerintah dibandingkan dengansumber sampai tahun 2000 (3,14%). 
masyarakatlswasta rata-rata dalam 
sepuluh tahun 29% berbanding 71%. Tabel 5. Persentase anggaran kesehatan 
Pengamatan selama sepuluh tahun ini pemerintah terhadap total anggaran pernerintah telah terjadi penurunan, pada tahun 2000 
porsi pemerintah hanya 23,29%. 
Anggaran Kesehatan Pemerintah 
Dalam kurun waktu sepuluh tahun 
antara tahun 1990 sampai tahun 2000 
telah terjadi peningkatan hampir 10 kali 
dari Rp1 .I 10.022,OO menjadi 
Rp8.250.180,OO. Telah terjadi peningkat- 
an bermakna pada tahun 1996 dan 
peningkatan yang hampir dua kali pada 
tahun 1998. 
Persentase anggaran kesehatan 
bersumber dari pemerintah dari total 
Anggaran dan Belanja Pemerintah 
terkesan masih rendah. Dalam sepuluh 
tahun ini rata-rata 339%. dari tahun 1992 
Dana Kesehatan Bersumber Masyarakat dan Swasta 
) Trend Proporsi Pemblayaan Kesehalan Bersumber Srasta Tahun 19902000 
Pembiayaan Kesehatan di lndonesia (Ridwan Malik) 
Tabel 6. Trend proporsi pembiayaan kesehatan bersumber swasta tahun 1990-2000 
Out of pocket 
Pers. Untuk Karyawan 
Asuransi Sosial IJPKM 
Total 
Dalam kurun waktu sepuluh tahun 
antara tahun 1990 sampai tahun 2000 
telah terjadi peningkatan lebih dari 11 kali 
dar i  2,332,019 juta rupiah menjad i  
27,166,779 juta rupiah. Terlihat garnbaran 
peningkatan yang curam mulai tahun 
1996. 
Proporsi atau persentase anggaran 
bersumber dar i  pengeluaran rumah 
tangga untuk kesehatan rata-rata di atas 
70%. Terkesan rnenurun sampai tahun 
1995 dan rnenigkat curarn mulai tahun 
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1992 
73.81 
21.40 
4.80 
100.00 
1993 
72.63 
22.42 
4.95 
100.00 
1994 
72.83 
22.32 
4.85 
100.00 
1995 
72.18 
20.81 
7.01 
100.00 
